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 ABSTRAK  

 

 

PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DALAM 

MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK 

SEBAGAI TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA PIDANA TAHAP 

PENYIDIKAN (STUDI KASUS WILAYAH HUKUM PALEMBANG) 

 

Reza Ardianti 

 

 

 Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak-haknya, anak yang melakukan perbuatan melanggar 

hukum, mendapatkan pendampingan hukum dari Komisi perlindungan Anak 

Indonesia (KPAI)    

Yang menjadi Permasalahan yang timbul adalah Bagaimana Peran dan 

fungsi komisi perlindungan anak Indonesia berdasarkan Undang – Undang No.35 

Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak dan Apa yang menjadi hamabatan 

komisi perlindungan anak Indonesia Kota Palembang dalam melaksanakan 

perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pada tahap penyidikan 

Dalam bahasan ini Peran dan Fungsi komisi Perlindungan Anak Indonesia 

berdasarkan peraturan Perundang – undangan No.35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan anak KPAI Melakukan pengawasan tehadap pelaksanaan 

perlindungan dan pemenuhan hak anak, memberikan masukan dan usulan dalam 

rumusan kebijakan tentang penyelenggaran perlindungan anak, mengumpulkan 

data dan informasi mengenai perlindungan anak, menerima dan melakukan 

penalaan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak, melakukan 

mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak, melakukan kerjasama dengan 

lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak, memberikan 

laporan kepada pihak yang berwajib terhadap adanya dugaan pelanggaran 

terhadap undang-undang ini. Hambatan Komisi Perlindungan Anak Kota 

Palembang Kurang nya Pemahaman Aparat Kepolisan Tentang Undang – Undang 

No.35 Tahun 2014 Tentang Komisi Perlindungan Anak Kurang nya Pemahaman 

Aparat Kepolisian Tentang Keberadaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

Sebagai Lembaga pengawasan tehadap pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan 

hak anak 

 

  

Kata Kunci : Komisi Perlindungan anak, Hambatan Komisi Perlindungan Anak   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Anak adalah harapan masa depan bangsa serta sebagai penerus generasi    

di masa mendatang. Dalam siklus kehidupan, masa anak-anak merupakan fase 

dimana anak mengalami tumbuh kembang yang menentukan masa depannya 

masa itu anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua atau 

keluarga sehingga secara mendasar hak dan kebutuhan anak dapat terpenuhi 

secara baik. tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sehat jasmani dan 

rohani, cerdas, bahagia, bermoral tinggi dan terpuji, karena di masa depan 

mereka merupakan aset yang akan menentukan kualitas peradaban 

bangsa.Anak merupakan individu yang berbeda dengan orang dewasa, baik 

secara fisik maupun psikologis anak masih terbatas. 

Anak cenderung didominasi oleh pola  pikir  anak masih terbatas dengan 

hal yang kongkret, sedangkan orang dewasa sudah mampu berpikir abstrak dan 

universal   berpikir abstrak dan universal.1 

 Pertumbuhan dan perkembangan pada anak berlangsung secara bertahap 

dan bersifat holistik (menyeluruh) Karena adanya perbedaan tingkat 

perkembangan dan kebutuhan anak, yang kemudian juga mengakibatkan 

adanya perbedaan kebutuhan bimbingan belajar yang diberikan kepada anak.  

Kehidupan sehari-hari sering dijumpai penyimpangan perilaku 

dikalangan anak, bahkan terdapat pula anak yang melakukan perbuatan 

                                                           
1 Http://eprints.ums.ac.id/19222/2/03._bab_i.pdf Tentang Perlindungan Anak di akses 

Tanggal 8 oktober 2019 
 

http://eprints.ums.ac.id/19222/2/03._BAB_I.pdf
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melanggar hukum, Penyimpangan perilaku yang dilakukan Anak yang 

melakukan pelanggaran hukum sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar 

diri anak dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus 

globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan Teknologi, serta 

perubahan gaya hidup telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam 

kehidupan masyarakat sehingga akan sangat berpengaruh pada nilai dan 

perilaku anak.  

Secara Sosiologis kejahatan merupakan suatu pelaku manusia yang 

diciptakan oleh masyarakat. Walaupn masyarakat memiliki berbagai macam 

prilaku yang berbeda-beda kan tetapi di dalam nya memiliki pola yang sama.2 

Tingka laku menyimpang yang dilakukan oleh anak untuk melindungi 

mereka dari suatu perkembangan tidak sehat, perhatian terhadap anak-anak 

sudah cukup lama diberikan terbukti dari pertemuan ilmia yang 

disenggarakan oleh pemerintah maupun badan-badan sosial3 

 

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala 

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat 

hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai 

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi. 

Perlindungan juga harus diberikan kepada anak yang melakukan 

perbuatan menyimpang maupun perbuatan yang melanggar hukum, khusus 

nya dalam melaksanakan peradilan anak, anak perlu mendapat perlindungan 

yang merugikan mental fisik maupun sosial4 

                                                           
2 Toposantoso,.2001, Kriminologi, Jakarta Raja Grafindo Persada, hlm. 24 
3 R.Wiyono, 2019, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia ,Jakarta, Sinat Grafika 

Offset, hlm. 5. 
4Maidin Gultom,2008, Perlindungan Hukum Terhadap anak dalam system peradilan 

anak di Indonesia, Bandung, R efika Aditama.hlm.34 
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Negara sebagai tempat berlindung bagi warganya harus menjamin dan 

memberikan regulasi jaminan bagi anak - anak5 

Negara menjamin dan harus memenuhi hak-hak dasar anak yang 

meliputi:  

1. Hak hidup, Ini berlaku sejak anak itu masih dalam 

kandungan, seperti memberikan Gizi dan rangsangan-

rangsangan ketika anak masih balam kandungan, dengan periksa 

kandungan, dan lain- lain. Pelanggaranya seperti aborsi, atau 

melakukan hal-hal yang membahayakan terhadap janin dalam 

kandungan. 

2. Hak tumbuh kembang, anak harus diberikan kesempatan 

sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti 

dipelihara dengan baik, jika sakit diobati atau dibawa kedokter, 

diberi ASI,di imunisasi. Di bawa ke Posyandu.selain itu secara 

Psikis juga diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa 

nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari 

hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang 

berbahaya bagi perkembanganya, dipaudkan, diajari bahasa, dan 

pola asuh yang memanusiakan anak. 

3.  Hak perlindungan, Anak ini harus dilindungi dari situasi-

situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan 

dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak. 

4. Hak Partisipasi, anak dalam keluarga harus dibiasakan 

diajak bicara  yang terkait dengan hal-hal yang diinginkan.6 

 

Pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak Undang-Undang 

tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan 

untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak 

mulia dan sejahtera. 

                                                           
5 Ahmad Kamil,2008, Hukum Perlindungan dan Pengakatan Anak di Indonesia, 

Jakarta, Raja Grafindo Persada. hlm.1 
6 Hak Dasar Anak”,https://wahanavisi.org/id/fromfield/detail/selamatkan-generasi-

penerus-bangsa-lindungi-4-dasar-anak-ini diakses Tanggal 8 Oktober 2019 
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Anak yang berkonflik dengen hukum yang dimaksud dengan Undang - 

Undang No.11 tahun 2012 tentang system peradilan anak, menurut pasal 1 

angka 2 UU No. 11 Tahun 2012, Terdiri Atas: 

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut 

anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 

18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana 

(pasal 1 angka 3); 

2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut 

anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan 

belas)tahun, yang menderita fisik,mental, dan/atau kerugian ekonomi 

yang disebabkan tindak pidana (pasal 1 angka 4); 

3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang disebut anak saksi 

adalahh anak yang belum berumur 18(delapan belas) tahun yang 

memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, 

pemeriksaan dalam siding pengadilan suatu perkara pidana yang di 

dengar, dilihat dan /atau di alami sendiri (pasal 1 angka 5). 

  

  Sistem peradilan pidana anak keseluruhan proses penyelesaian 

perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan 

tahap pembimbingan setelah menjalani proses Pidana. berdasarkan 

Perlindungan, keadilan, Non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak. 

Suatu Undang – Undang secara khusus mengatur mengenai perlindungan anak 

sebagai landasar yuridis sebagai pelaksaan kewajiban dan tangung jawab7 

 Pasal 10 UU No.11 Tahun 2012 Tentang perlindungan anak Tentang 

Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang 

berupapelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai 

kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik 

bersama pelaku danatau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta 

                                                           
7  Ahmad Kamil,2008, Hukum Perlindungan dan Pengakatan Anak di Indonesia, 

Jakarta, Raja Grafindo Persada. hlm.1 
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dapat melibatkan tokoh masyarakat. dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi 

Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:  

a.  Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;  

b.  Rehabilitasi medis dan  psikososial;  

c.  Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;  

d. Ke ikut sertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga 

pendidikan  atau LPKS  paling lama 3 (tiga) bulan 

e.  Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan. 

 

Melakukan perlindungan anak pemerintah indonesia membentuk Badan 

Komisi perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk melakukan perlindungan 

anak Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Tugas Komisi 

Perlindungan Anak : 

a. Melakuan pengawasan tehadap pelaksanaan perlindunga dan  

pemenuhan hak anak; 

b. Memberikan masukan dan usulan dalam rumusan kebijakan tentang 

penyelenggaran perlindungan anak; 

c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak; 

d. Menerima dan melakukan penalaan atas pengaduan masyarakat  

mengenai pelanggaran hak anak; 

e. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak; 

f. Melakukan kerjasama denan lembaga yang dibentuk masyarakat di 

bidang perlindungan anak; 

g. Memberikan laporan kepada pihak yang berwajib terhadap adanya 

dugaan pelanggaran terhadap undang-undang ini. 8 

 

Dari Latar Belakang yang telah diuraikan tersebut, Maka penulis Tertarik 

untuk melakukan penelitian dan mengkaji tentang. “Peran Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia dalam memberikan Perlindungan Hukum 

terhadap Anak sebagai tersangka pelaku tindak pidana Pada Tahap 

Penyidikan (Studi Kasus Wilayah Hukum Palembang)” 

                                                           
8 tugas Komisi 

PerlindunganAnak”https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/10/163516165/polemik-audisi-

bulu-tangkis-pb-djarum-siapa-dan-apa-tugas-kpai?page=all di akses pada Tanggal 8 Oktober 2019 

 

https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/10/163516165/polemik-audisi-bulu-tangkis-pb-djarum-siapa-dan-apa-tugas-kpai?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/10/163516165/polemik-audisi-bulu-tangkis-pb-djarum-siapa-dan-apa-tugas-kpai?page=all
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai 

Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memberikan perlindungan 

hukum terdahap anak sebagai tersangka pelaku tindak pidana pencurian pada 

tahap Penyidikan. Adapun pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam 

tulisan ini adalah sebgai berikut: 

a. Bagaimanakah Peran dan fungsi Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia berdasarkan Undang – Undang No.35 Tahun 2014 

Perlindungan Anak 

b. Apakah yang menjadi hamabatan komisi perlindungan anak 

Indonesia Kota Palembang dalam melaksanakan perlindungan 

terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pada tahap penyidikan ? 

 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan  

Ruang lingkup pembahasan dititik beratkan pada penelusuran bentuk 

perlindungan hukum yang dilakukan oleh komisi perlindungan anak indonesia 

dalam memberikan perlindungan hukum terdahap anak sebagai pelaku tindak 

pidana dalam proses Penyidikan. Tujuan dari penelitian ini : 

a. Untuk mengetahui kedudukan dan tugas komisi perlindungan 

anak Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan 

bidang perlindungan anak 

b. Untuk mengetahui hamabatan komisi perlindungan anak 

Indonesia dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap 
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anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian pada tahap 

penyidikan  

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis 

yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi Ilmu 

pengetahua, khususnya hukum pidana,  

 

D. Kerangka Konseptual 

Kerangka Konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu 

penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang 

akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah, Agar tidak terjadi kesimpang 

siuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di 

bawah ini akann dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang 

berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut: 

1. Pengertian Komisi Perlindungan Anak Indonesia Adalah 

KomisiPerlindungan Anak Indonesia, disingkat KPAI, adalah lembaga 

independen Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka 

meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak. 

Keputusan Presiden Nomor 36/1990, 77/2003 dan 95/M/2004 

merupakan dasar hukum pembentukan lembaga ini.9 

                                                           
9https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Perlindungan_Anak_Indonesia di akses tanggal 8 

Oktober 2019 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lembaga_independen_Indonesia&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lembaga_independen_Indonesia&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Anak
https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Perlindungan_Anak_Indonesia
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2.  Menurut Andi Hamzah Dan Simanjuntak Perlindungan Hukum 

perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk 

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan 

kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak 

dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi 

sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan 

dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung 

unsur-unsur sebagai berikut10: 

a.Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap   warganya  

b. Jaminan kepastian hukum. 

c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.  

d.Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. 

Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan 

manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi dalam 

menentukan kepentingan-kepentingan manusia yang perlu 

diatur dan dilindungi. 

3. Tindak Pidana Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu 

perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-

unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu11 :  

                                                           
10 Pendapat Andi Hamzah Dan Simanjuntak Soal Perlindungan Hukum, 

Merdeka.comhttps://www.merdeka.com/pendidikan/inipendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-

soal-perlindungan-hukum.html 
11Moeljatno. 1993. Azas-Azas Hukum Pidana. Rineka, Jakarta, Cipta, hlm. 69  

https://www.merdeka.com/pendidikan/inipendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html
https://www.merdeka.com/pendidikan/inipendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html
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a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri si pelaku dan 

termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung 

dihatinya.  

b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri 

sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-

keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-

tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan. 

4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari 

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya. 

 

E.  Metode Penelitian 

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip 

hukum terutama yang bersangkutan dengan Perlindungan Hukum Terhadap 

anak yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia maka jenis 

penelitiannya adalah penelitian hukum Sosiologis Empiris yang bersifat 

deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa dan 

tidak menutup kemungkinan menggunakan jenis penelitian Normatif  

1.Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian 

kepustakaan ( library research) penelitian kepustakaan data-data atau bahan-
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bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari 

perpustakaan berupa buku, ensklopedi, kamus, jurnal dan lain sebagainya 

dengan cara mengkaji: 

a.Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat 

seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua 

ketentuan yang berlaku yang sejalan dengan permasalahan 

skripsi ini . 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, 

hipotesis, Jurnal, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, 

yang sejalan dengan permasalahan skripsi ini. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti bahasa, 

ensiklopedia, dan lainnya yang sejalan dengan permasalahan 

skripsi ini. 

2.Teknik Pengolahan Data  

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data 

yang terbaik. Dalam pengelolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan 

editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai 

kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari 

kekurangan dan kesalahan. 

3.Analisa Data 

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji 

aspek-aspek normatif dan empiris  melalui metode yang bersifat deskriptif 



11 

 

      

 

analitis yang gambarannya dari data yang diperoleh dan menghubungkan 

satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum 

 

F.    Sistematika Penulisan 

    Sesuai dengan pedoman buku skripsi Fakultas Hukum Universitas  

Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun 

dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:  

Bab I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, 

ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II. Tinjauan pustaka, menerapkan tinjauan pustaka yang menyajikan 

mengenai pengertian Komisi Perlindungan 

Anak, Perlindungan Indonesia, Perlindungan 

Hukum, Tindak Pidana,Pencurian,Pada Tahap 

Penyidikan  

Bab III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian 

secara khusus menguraikan dan menganalisa 

permasalahan yang diteliti mengenai Bagaimana 

Kedudukan tugas dan fungsi komisi 

perlindungan anak Indonesia berdasarkan 

peraturan perundang – undangan bidang 

perlindungan anak. Dan Apa yang menjadi 

hambatan komisi perlindungan anak Indonesia 

dalam melaksanakan perlindungan terhadap 
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anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian 

pada tahap penyidikan  

Bab IV. Penutup, Pada bagian penutup ini merupakan akhir 

pembahasan skripsi ini yang diformat dalam 

kesimpulan dan saran-saran. 
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